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Abstrak 
Politik Hukum memiliki peranan penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan 
Presiden di Indonesia dalam hal ini sebagai sarana tujuan negara. Politik hukum dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan terlihat jelas melalui proses legislatif yang berupaya menjawab kebutuhan 
nyata di masyarakat. Peran Presiden sebagai inisiator dalam sistem legislasi di Indonesia sangatlah penting 
dan kompleks terkait visi misi presiden saat menjabat. Hubungan antara politik hukum dan pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden menunjukkan sejumlah gap yang perlu 
dieksplorasi lebih dalam. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana  politik hukum dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden di Indonesia dan  Bagaimana 
peraturan perundang-undangan usulan Presiden dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan prinsip 
negara hukum dan demokrasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan normatif. Dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden Indonesia, peranan politik 
hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. Politik hukum yang inklusif membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi, sehingga 
kebijakan yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas 
hukum dalam penegakan serta pemulihan kerugian negara menjadi indikator utama keberhasilan peraturan 
perundang-undangan. Perumusan politik hukum yang lebih transparan dan partisipatif menjadi kunci dalam 
memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat oleh Presiden benar-benar mencerminkan aspirasi dan 
kepentingan masyarakat. Penguatan checks and balances dalam pembentukan kebijakan hukum oleh Presiden 
sangat penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.  

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Usulan Presiden, Tujuan 
Negara. 

 

Pendahuluan 

Politik hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui politik hukum, kerangka normatif 

yang mengatur kehidupan masyarakat dibentuk, dengan tujuan untuk menciptakan 

keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, politik hukum 

bertindak sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan implementasi hukum yang 

dapat dijadikan pedoman oleh lembaga legislasi. 

Pertama, peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan terlihat jelas melalui proses legislatif yang berupaya menjawab kebutuhan nyata 

di masyarakat. Sebagai contoh, dalam pembaruan sistem legislasi di Indonesia, seperti 

penerapan Omnibus Law, terlihat bahwa politik hukum berperan dalam merespons 

dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks. Menurut penelitian, Omnibus Law 

dipandang sebagai solusi untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang menghambat 

investasi (Prabowo et al., 2020; Azhar, 2019; Amin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa 

politik hukum tidak hanya sekadar menciptakan norma, tetapi juga berupaya untuk 
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menciptakan efisiensi melalui penataan kembali regulasi yang ada untuk menjawab 

tantangan global dan domestik (Azhar, 2019; Mahy, 2022). 

Kedua, kontribusi politik hukum terhadap integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam 

peraturan perundang-undangan juga sangat signifikan. Dalam hal ini, studi menunjukkan 

bahwa pemahaman tentang hukum Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional 

dapat memperkuat komitmen masyarakat Muslim terhadap Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Halim, 2013; Iswanto, 2015). Dengan pendekatan yang inklusif, produk hukum 

yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan akan keadilan legal, tetapi juga 

memperhatikan aspek-aspek kultural dan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini 

memperlihatkan bahwa politik hukum berfungsi bukan hanya sebagai instrumen 

kekuasaan, tetapi juga sebagai saluran aspirasi masyarakat yang beraneka ragam. 

Selanjutnya, tantangan dalam penerapan prinsip negara hukum di Indonesia juga 

menunjukkan pentingnya politik hukum. Dalam proses legislasi, tidak jarang ditemukan 

adanya kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya 

dijunjung tinggi, seperti pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia 

(Siallagan, 2016; Pakpahan et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 

ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas dalam implementasi hukum yang berkaitan 

dengan kekuasaan legislatif di Indonesia (Pakpahan et al., 2024; Suriadinata, 2019). Dengan 

demikian, politik hukum berperan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi bentuk 

dan substansi dari perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan 

demokrasi. 

Akhirnya, politik hukum juga menjadi alat bagi masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasi dan hak-hak mereka dalam pembentukan kebijakan yang mendasar. Melalui 

mekanisme legisprudensi, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja legislasi dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan hukum (Hamzani et al., 2021; Rishan, 2022). 

Hal ini menciptakan ruang bagi keterlibatan publik dalam menentukan arah dan substansi 

hukum yang akan diberlakukan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam proses legislasi di Indonesia. 

Peran Presiden sebagai inisiator dalam sistem legislasi di Indonesia sangatlah 

penting dan kompleks. Dalam konteks sistem presidensial, Presiden memiliki kekuasaan 

untuk mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), yang merupakan salah satu fungsi utama dalam proses legislasi. Menurut 

Sihombing dan Hadita, pasca amandemen UUD 1945, Presiden masih memiliki hak untuk 

mengajukan RUU, meskipun DPR memiliki peran sentral dalam pembentukan undang-

undang (Sihombing & Hadita, 2023). Hal ini menciptakan dinamika kekuasaan yang unik 

antara eksekutif dan legislatif, di mana kerjasama dan konsensus menjadi kunci untuk 

menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. 

Dari sudut pandang akademis, Azzahra menekankan perlunya rekonstruksi 

kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya untuk 

memperkuat sistem presidensial Indonesia (Azzahra, 2021). Ini menunjukkan pentingnya 

mempresentasikan ide dan inisiatif di hadapan DPR untuk mendorong legislasi yang 

sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Presiden harus 

membangun komunikasi yang efektif dengan DPR serta partai-partai politik yang ada, 
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terutama mengingat kondisi di mana kekuatan legislatif dan eksekutif sering kali saling 

berdinamika. 

Lebih lanjut, Alhamid dan Perdana menjelaskan bagaimana Presiden dapat 

dipandang sebagai pusat dari partai politik yang mendukungnya, seperti yang terlihat 

dalam kasus PDI-P saat mendukung Joko Widodo (Alhamid & Perdana, 2018). Dalam hal 

ini, Presiden berfungsi sebagai inisiator, di mana usul-usul legislasi dapat diperkuat oleh 

dukungan politik yang solid dari partainya. Hal ini mengindikasikan bahwa legislasi yang 

dihasilkan tidak hanya bergantung pada kepemimpinan individu, tetapi pada kekuatan 

koalisi dan dukungan politik yang ada. 

Namun, dinamika ini juga menciptakan tantangan. Amancik menggarisbawahi 

pentingnya pembatasan kewenangan Presiden agar tidak menimbulkan potensi 

penyalahgunaan kekuasaan dalam proses legislasi (Amancik, 2023). Pengetatan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa kekuatan proposisi legislatif tidak mengarah pada 

dominasi eksekutif yang dapat merugikan keseimbangan kekuasaan di dalam 

pemerintahan. 

Koalisi politik menjadi unsur penting dalam memperkuat posisi Presiden sebagai 

inisiator dalam legislasi. Sebagaimana diuraikan oleh Wospakrik, stabilitas agenda politik 

sangat tergantung pada kekuatan koalisi yang ada di DPR yang mendukung kebijakan 

Presiden (Wospakrik, 2018). Tanpa dukungan ini, banyak inisiatif legislatif dapat 

terhambat, menyiratkan bahwa interaksi antara Presiden, partai politik, dan DPR 

merupakan elemen yang saling mengikat dalam proses legislasi di Indonesia. 

Secara keseluruhan, peran Presiden sebagai inisiator dalam sistem legislasi Indonesia 

menuntut keterampilan politik yang tinggi, termasuk kemampuan untuk menciptakan 

konsensus, membangun koalisi internasional, dan menavigasi berbagai tantangan hukum 

dan politik yang ada. Pemahaman yang mendalam tentang saling ketergantungan antara 

kekuatan eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk mencapai efisiensi dalam pembuatan 

kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan publik. 

Penelitian mengenai hubungan antara politik hukum dan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden menunjukkan sejumlah gap yang 

perlu dieksplorasi lebih dalam. Gap ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara teori 

politik hukum dan praktik legislasi, terutama dalam konteks penerapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan interaksi dengan lembaga legislatif. 

Pertama, isu mengenai legitimasi dan urgensi penerbitan Perppu oleh Presiden 

menjadi perhatian utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Febriyanti dan Kosariza, Perppu 

diterbitkan dalam keadaan genting, namun banyak diperdebatkan mengenai urgensinya 

serta batasan politik hukum yang mendasarinya (Febriyanti & Kosariza, 2022). Hal ini 

sejalan dengan Tan dan Disemadi yang menunjukkan bahwa hukum adalah produk 

politik, dan dalam konteks ini, relevansi kapan dan mengapa Perppu diterbitkan 

tergantung pada politik hukum yang berlaku (Tan & Disemadi, 2022). 

Selain itu, terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan konsistensi antara keputusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dan produk legislasi yang dihasilkan. Sebagai contoh, 

Nazdirulloh dan Hariri menyoroti adanya ketidaksesuaian antara Perppu Nomor 2 Tahun 

2022 dengan keputusan MK sebelumnya terkait Cipta Kerja, yang mengindikasikan 

terdapat konflik antara pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang dan 
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keputusan MK (Nazdirulloh & Hariri, 2023). Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai 

seberapa efektif lembaga legislasi dalam menjalankan fungsi pengawalan terhadap 

keputusan Mahkamah, yang seharusnya berimplikasi pada pembentukan peraturan yang 

lebih responsif terhadap dinamika hukum dan keinginan masyarakat. 

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia sering kali tidak melibatkan masyarakat secara aktif. 

Penelitian oleh Perdana dan Aprilia menunjukkan bahwa adanya jarak antara kebijakan 

pemerintah dan kebutuhan masyarakat dapat menghambat pembangunan berkelanjutan, 

yang seharusnya menjadi tujuan utama pembuatan hukum (Perdana & Aprilia, 2023). 

Sementara itu, Arfiani et al. menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana masyarakat berhak terlibat dalam 

setiap tahap (Arfiani et al., 2023). Ketidakcukupan ini menciptakan celah yang signifikan 

antara teori politik hukum yang ideal dan pelaksanaan realitas hukum yang cenderung 

elitistik. 

Akhirnya, substansi dan struktur hukum dalam pembentukan peraturan juga perlu 

ditinjau lebih lanjut. Menurut Amancik, penting untuk merevisi kewenangan yang 

diberikan kepada Presiden dalam menerbitkan Peraturan Presiden sehingga tidak 

mengesampingkan proses konsultatif yang seharusnya melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan (Amancik, 2023). Selanjutnya, Jayadi et al. mendalami kedudukan Peraturan 

Lembaga Negara yang setara dengan peraturan presiden dalam hal hierarki peraturan 

perundang-undangan, menegaskan perlunya harmonisasi dan keselarasan yang lebih baik 

dalam implementasinya (Jayadi et al., 2023). 

Dari analisis di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa gap dalam 

penelitian yang menjembatani politik hukum dan proses pembentukan peraturan. Gap ini 

mencakup legitimasi penerbitan Perppu, ketidaksesuaian antara produk legislasi dan 

keputusan MK, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, serta perlunya 

revisi pada kewenangan presiden dan keselarasan dalam pembentukan peraturan. 

Rumusan Masalah  

1) Bagaimana peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang diusulkan oleh Presiden di Indonesia? 

2) Bagaimana  peraturan perundang-undangan usulan Presiden dalam mewujudkan 

tujuan negara berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi? 

Metode Penelitian  

Metodologi pendekatan kualitatif dan normatif. Penelitian ini mendalami berbagai 

aspek terkait hubungan antara politik hukum dan pembentukan regulasi, dengan tujuan 

untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan negara. Metode kualitatif memberikan kemampuan untuk 

mengeksplorasi dan memahami konteks serta makna di balik kebijakan yang diusulkan, 

sementara pendekatan normatif digunakan untuk menilai keselarasan hukum dengan 

prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam perundang-undangan. 
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Analisis dalam penelitian ini mencakup analisis hukum yang mempertimbangkan 

kerangka yuridis dan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan karakteristik 

penelitian yuridis normatif, di mana peneliti mengeksplorasi hubungan antara peraturan 

perundang-undangan dan norma-norma sosial yang mendasarinya. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk meneliti dokumen-dokumen hukum, seperti undang-

undang dan kebijakan pemerintah, serta menganalisis bagaimana dokumen-dokumen 

tersebut diterima dan diaplikasikan dalam praktik.( Anggelia and Purwanti, 2020) 

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian tersebut 

juga menerapkan analisis politik yang berfokus pada kekuatan dan kepentingan yang 

mempengaruhi proses legislasi. Viabilitas dan implementasi dari usulan peraturan hukum 

sering kali tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek teknis hukum tetapi juga oleh konteks 

politik yang lebih luas, termasuk dinamika sosial dan kepentingan elit yang terlibat. 

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis pada analisis hukum dan 

pemahaman yang mendalam terhadap politik dapat meningkatkan efektivitas regulasi 

dalam mencapai tujuan sosial.( Syamsur et al,2023) 

Selanjutnya, prinsip-prinsip dan tujuan hukum yang dianalisis dalam konteks 

perundang-undangan dapat mendemonstrasikan fungsi penting dari hukum dalam 

pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Hal ini menuntut adanya integrasi antara 

analisis normatif dan kualitatif untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan 

rekomendasi yang lebih solid tentang bagaimana politik hukum dapat berperan dalam 

menciptakan peraturan yang tidak hanya normatif tetapi juga pragmatis dan efektif untuk 

keutuhan negara.(Nurwanti et al, 2022) 

 

Pembahasan 

Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan 
Presiden  

Kewenangan Presiden dalam mengusulkan peraturan perundang-undangan 

di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, merupakan salah satu aspek kunci dalam 

sistem pemerintahan presidensial. UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden 

untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), yang menjadi bagian integral dari proses legislasi di 

Indonesia (Sihombing & Hadita, 2023). Keberadaan mekanisme ini merupakan 

bagian dari upaya untuk memastikan adanya checks and balances antara eksekutif 

dan legislatif, di mana DPR berfungsi untuk menilai dan menyetujui atau menolak 

usulan tersebut (Pulungan & A.L.W, 2022). 

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden memiliki kewenangan 

untuk mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama 

dalam bentuk Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu). 
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1) Pengusulan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Presiden. Pasal 5 ayat (1) UUD 

1945, Presiden berhak mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Dalam praktiknya, penyusunan RUU oleh Presiden melalui beberapa tahap:  

Penyusunan naskah akademik dan draf RUU oleh kementerian terkait atau lembaga 

pemerintah.  Pembahasan internal di lingkungan eksekutif dan harmonisasi oleh 

Kementerian Hukum dan HAM. Persetujuan Presiden untuk diajukan ke DPR sebagai 

RUU usulan pemerintah.   

2) Pembahasan dan Pengesahan di DPR Setelah RUU diajukan ke DPR, maka akan 

dibahas dalam rapat DPR bersama Presiden atau menteri yang ditunjuk. Sesuai 

dengan Pasal 20 UUD 1945, prosesnya adalah:   

a) RUU dibahas bersama DPR dan harus mendapatkan persetujuan bersama.   
b) Jika disetujui, RUU dikirim ke Presiden untuk disahkan menjadi Undang-

Undang dalam waktu 30 hari. 
c) Jika dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani, maka RUU tetap 

berlaku dan dianggap sah.   

3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam kondisi 

kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan Perppusesuai Pasal 22 UUD 

1945. Perppu ini bersifat sementara dan harus mendapat persetujuan DPR dalam 

sidang berikutnya:   

- Jika DPR menyetujui, Perppu akan disahkan menjadi Undang-Undang.   

- Jika DPR menolak, maka Perppu harus dicabut.   

4) Peraturan Pelaksana (PP, Perpres, dan lainnya) Selain UU dan Perppu, Presiden juga 

memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksana berdasarkan Pasal 5 

ayat (2) UUD 1945, yaitu:  Peraturan Pemerintah (PP)untuk melaksanakan UU.  

Peraturan Presiden (Perpres) sebagai kebijakan yang bersifat teknis administratif.   

Menurut Amancik, keberadaan ketentuan yang memberikan kewenangan luas 

kepada Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Presiden menjadi perhatian 

karena dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (Amancik, 2023). 

Untuk itu, penulis juga menyoroti pentingnya pengembangan mekanisme yang 

lebih ketat dalam mengatur batas kewenangan Presiden agar tidak melampaui 

kerangka konstitusional yang telah ditetapkan (Amancik, 2023). Hal ini penting 

mengingat bahwa, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dipenuhi 

dinamika, kewenangan Presiden seringkali terlibat dalam banyak aspek, mulai dari 

legislasi hingga implementasi kebijakan (Widodo et al., 2020). 

Dalam kerja sama legislatif, selain dari pengusulan RUU oleh Presiden, DPR 

juga memiliki peran penting dalam pembahasan dan pengesahan setiap RUU. 

Dalam konteks ini, Hidayat menekankan bahwa kualifikasi dan pemilihan 

pemimpin yang baik serta integritas dari proses legislasi menjadi kunci dalam 

menjaga kepercayaan publik (Hidayat, 2023). Oleh karena itu, penglibatan 

Presiden dalam proses ini harus bisa menampilkan sikap kolaboratif, sehingga 



Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual 
Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan   

 7 

meminimalkan potensi konflik antara lembaga dalam menjalankan proses legislasi 

(Pulungan & A.L.W, 2022). 

Selanjutnya, Sugitanata merujuk pada pentingnya dialog publik dalam 

membahas keputusan-keputusan politik yang diambil oleh Presiden, termasuk 

dalam pengusulan RUU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

kebijakan yang diusulkan dapat diterima baik oleh masyarakat luas (Sugitanata, 

2023). Dengan demikian, transparansi dalam proses pengusulan dan pembahasan 

RUU menjadi sangat penting untuk memperkuat legitimasi keputusan yang 

diambil oleh Presiden dan DPR. 

Dinamika politik nasional memiliki dampak yang penting terhadap proses 

pembentukan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden di Indonesia. Hal ini 

erat kaitannya dengan peran partai politik, lembaga legislatif, dan masyarakat 

dalam membentuk kebijakan legislasi. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap 

interaksi antara elemen-elemen tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan 

undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika 

politik yang ada. 

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana untuk menyerap, 

menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat. Penelitian 

menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pembentukan undang-undang sering 

kali dipengaruhi oleh seberapa baik partai politik dapat mewakili kepentingan 

publik. Problematika demokratisasi di dalam partai politik, di mana kepentingan 

pengurus sering menonaktifkan aspirasi rakyat, merupakan tantangan dalam 

pembentukan legislasi yang demokratis (Toloh, 2023). Selain itu, sistem kuota juga 

menjadi alat untuk meningkatkan keterwakilan politik kelompok tertentu, seperti 

perempuan, di parlemen, dan mempengaruhi kebijakan legislasi (Nurdin, 2021). 

Kedua, lembaga legislatif sebagai badan pengambilan keputusan memainkan 

peran penting dalam proses legislasi. Analisis menunjukkan bahwa struktur dan 

prosedur yang ada dalam lembaga legislatif sangat mempengaruhi efektivitas 

pembentukan undang-undang. Misalnya, terdapat prosedur yang harus diikuti 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat 

mengakibatkan cacat hukum (Dahoklory & Ali, 2020). Proses pembentukan 

undang-undang juga dipengaruhi oleh hubungan antar partai politik, yang 

seringkali mengedepankan kepentingan internal dibandingkan dengan 

kepentingan publik (Febriansyah, 2012). 

Ketiga, masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah 

demokrasi turut berperan aktif dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat 

memiliki hak untuk memberikan suara dan mengemukakan pendapat yang 

kemudian dapat memengaruhi sikap dan kebijakan legislasi (Judijanto et al., 2023). 

Media sosial, sebagai salah satu saluran komunikasi, telah menjadi platform 
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dominan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, membentuk 

opini publik, dan menyalurkan aspirasi mereka (Judijanto et al., 2023). Penelitian 

menemukan hubungan positif antara paparan informasi melalui media sosial dan 

partisipasi politik yang lebih aktif, yang menunjukkan pentingnya peran 

masyarakat dalam proses legislasi (Judijanto et al., 2023). 

Secara keseluruhan, dinamika politik nasional di Indonesia menciptakan 

lingkungan yang kompleks dan interdependen dalam pembentukan undang-

undang. Keterlibatan partai politik, lembaga legislatif, dan masyarakat sangat 

penting, namun tantangan dalam hal representasi dan kepentingan yang 

bertabrakan dapat menjadi penghalang dalam mencapai kebijakan yang benar-

benar mewakili keinginan rakyat.  

Dalam konteks hukum Indonesia, legislasi cepat atau fast track legislation 

(FTL) telah menjadi hal yang relevan, terutama ketika merujuk pada Undang-

Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan pada tahun 2020. Sekalipun legislasi cepat 

dirancang untuk memfasilitasi proses pembuatan undang-undang, praktik ini 

sering kali menghasilkan konsekuensi yang menguji kualitas dan legitimasi 

produk hukum yang dihasilkan. Menurut Prasetyo, FTL memberikan keuntungan 

dalam hal efisiensi waktu dan responsivitas terhadap permasalahan mendesak, 

namun juga menimbulkan risiko tergesa-gesa yang dapat mempengaruhi kualitas 

hukum secara negatif (Prasetyo, 2024). 

Kondisi darurat kesehatan, seperti pandemi COVID-19, sering memaksa 

pemerintah untuk mengambil keputusan yang cepat, termasuk pengesahan 

undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan dalam 

situasi mendesak dan dinyatakan memiliki tujuan untuk menarik investasi dan 

menciptakan lapangan kerja. Namun, pelaksanaannya menuai kritik karena proses 

legislasi yang dianggap kurang transparan dan melibatkan publik secara minimal 

(Nalle, 2021). Ketidakpuasan publik ini menunjukkan bahwa walaupun 

argumentasi mengenai efektivitas legislasi cepat bisa dipegang, validitas 

hukumnya sering dipertanyakan karena ada aspek-aspek yang sering dilewati, 

termasuk sosialisasi, penelitian, dan evaluasi yang memadai (Prasetyo, 2024). 

Mengacu pada penelitian oleh Santoso, legislasi yang dinamis dalam konteks 

hukum Indonesia bisa lebih baik jika memanfaatkan prinsip Taqnin untuk 

mengharmonisasikan kebutuhan cepat dengan aspek pembentukan hukum yang 

lebih partisipatif dan inklusif (Santoso, 2023). Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas 

dan mampu menjawab masalah yang ada dengan akurat. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendekatan yang strategis dan partisipatif dalam proses 

legislasi dapat membentuk produk hukum yang tidak hanya sah secara formal, 

tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. 
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Lebih lanjut, riset oleh Nalle menyoroti pentingnya membandingkan konsep 

legislasi cepat dengan sistem di negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan 

mekanisme tersebut, seperti Inggris dan Ekuador (Nalle, 2021). Proses legislasi 

yang terburu-buru tanpa melalui ruang diskusi publik yang memadai berpotensi 

menghasilkan peraturan yang tidak efektif atau bahkan prejudisial bagi 

kepentingan masyarakat. Pengalaman Indonesia dengan Undang-Undang Cipta 

Kerja memberikan pelajaran berharga dalam pentingnya keseimbangan antara 

kecepatan dan kualitas hukum yang dihasilkan, serta keterlibatan masyarakat 

dalam proses legislasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan legitimasi 

hukum yang kuat (Prasetyo, 2024; Nalle, 2021). 

Analisis terhadap Arah Materi Muatan Undang-Undang Usulan Presiden 

Materi muatan dalam usulan Presiden merupakan refleksi langsung dari visi 

dan misi Presiden dalam mencapai tujuan negara, terutama yang berkaitan dengan 

kesejahteraan rakyat. (Sihombing, 2023), dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan termasuk materi muatan, terdapat asas-asas yang harus 

diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan yang lebih besar seperti 

kesejahteraan dan keadilan sosial. Penggunaan metode yang tepat dalam 

menyusun peraturan-peraturan ini, seperti yang dijelaskan Supriyadi dan 

Purnamasari (2021) mengenai Omnibus Law, menunjukkan upaya untuk 

mempermudah proses legislasi yang berhubungan dengan kebijakan publik, 

sehingga dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. 

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap materi muatan yang diusulkan dapat 

dilakukan dari perspektif dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Sebagaimana 

diuraikan oleh (Ranama et al., 2021), kebijakan publik yang diimplementasikan 

melalui aplikasi dan sistem seperti SP4N LAPOR berfungsi untuk memperbaiki 

kualitas layanan publik yang dapat dilihat dari kemampuan pemerintah untuk 

menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa materi 

muatan tidak hanya sekadar peraturan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun 

komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. 

Lebih lanjut, materi muatan yang berkaitan dengan pendidikan lokal, seperti 

ditekankan dalam beberapa penelitian oleh (Paridi et al., 2022; , Jafar et al., 2023), 

dan (Mutia, 2023), menjelaskan pentingnya kurikulum yang berakar pada kearifan 

lokal. Dengan memasukkan elemen lokal dalam pendidikan, pemerintah tidak 

hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai warisan budaya mereka, tetapi 

juga memberi kontribusi pada pembentukan karakter generasi muda yang 

menghargai keanekaragaman budaya. Ini selaras dengan tujuan mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera dan beradab, yang merupakan bagian dari visi yang 

lebih luas dari pemerintahan. 
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Selain itu, upaya untuk membatasi wewenang Presiden dalam pengeluaran 

peraturan perundang-undangan, sebagaimana diusulkan oleh (Amancik, 2023), 

mencerminkan usaha untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih 

akuntabel dan transparan. Dengan pengaturan yang lebih ketat, diharapkan 

keputusan yang diambil oleh Presiden dapat lebih mencerminkan aspirasi rakyat 

dan tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Ini sejalan dengan 

prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan publik. 

Materi muatan yang diusulkan oleh Presiden menjadi cerminan dari visi dan 

misi dalam mencapai tujuan negara. Kebijakan yang diambil harus dipandang 

sebagai usaha kolektif untuk mendorong kemajuan sosial dan pembangunan 

berkelanjutan. Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif 

dalam pembentukan peraturan, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang 

merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia 

menjadi pusat perhatian dalam konteks berkembangnya demokrasi dan 

pengakuan hak asasi manusia. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan 

dapat memperkuat legitimasi hukum yang dihasilkan serta memastikan bahwa 

produk hukum tersebut responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan dan undang-undang masih menghadapi sejumlah 

tantangan. 

Suhada dan Arifianto menggarisbawahi bahwa masyarakat sering kali 

diabaikan dalam proses pengambilan keputusan terkait produk hukum, hal ini 

menunjukkan kekurangan dalam penyertaan publik yang seharusnya menjadi 

prinsip dasar dalam pembangunan hukum (Suhada & Arifianto, 2023). Salah satu 

contohnya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara 

eksplisit mengatur partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan 

(Hudaya & Triadi, 2024). Namun, meskipun ada dasar hukum yang mendukung, 

implementasi partisipasi sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh, 

Fikri et al. mengamati bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat implementasi 

hukum di Desa Simojayan masih minim meskipun diamanatkan oleh undang-

undang (Fikri et al., 2020). 

Di beberapa daerah, semangat partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

kebijakan sangat terkait dengan legitimasi hukum. Menurut Mariana, partisipasi 

tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan (Mariana, 2017). Artikel tersebut 

merekomendasikan pendekatan berbasis struktural untuk meningkatkan 

partisipasi dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan 
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yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Artioko, yang menekankan 

perlunya adopsi partisipasi yang berarti dalam proses legislasi (Artioko, 2022). 

Selain itu, dalam konteks bencana, Syugiarto et al. berargumen bahwa 

penanggulangan bencana harus melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan 

implementasi kebijakan, di mana kelalaian untuk melibatkan masyarakat dapat 

mengakibatkan pengabaian terhadap dampak yang terjadi (Syugiarto et al., 2022). 

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya penting untuk 

legitimasi tetapi juga penting untuk efektivitas kebijakan. 

Satu aspek penting dari legitimasi adalah kemampuan masyarakat untuk 

menyuarakan aspirasi mereka dalam pembuatan undang-undang. Dalam konteks 

ini, Yahya menunjukkan bahwa dengan memberikan ruang bagi partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan undang-undang, hasilnya akan lebih adaptif dan 

responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Yahya, 2024). Selain itu, 

keterlibatan masyarakat hukum adat, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian 

oleh Akmal dan Arlianti, menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum 

adat dalam proses pengujian undang-undang juga merupakan bagian yang krusial 

untuk memastikan bahwa suara golongan minoritas terepresentasi dalam sistem 

hukum (Akmal & Arlianti, 2022; Gelu et al., 2023). 

Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-

undang di Indonesia merupakan isu yang kompleks dengan banyak dimensi. 

Upaya untuk meningkatkan partisipasi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi 

kewajiban hukum tetapi juga untuk menciptakan hasil yang lebih baik dalam tata 

kelola dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi 

sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Presiden 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan negara, khususnya 

dalam hal keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak asasi 

manusia (HAM). Salah satu dampak tersebut dapat dilihat dari proses harmonisasi 

yang terjadi antara peraturan daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Menurut Muhtadi, efektivitas Perda dalam mewujudkan HAM 

di Jawa Barat menunjukkan hasil positif, mencerminkan adanya kemajuan dalam 

usaha perlindungan hak warga negara (Muhtadi, 2023). Namun, Cerdas et al. 

menilai bahwa sering terdapat tumpang tindih antara Perda dan peraturan yang 

lebih tinggi, yang menunjukkan kebutuhan akan pengawasan pemerintah pusat 

yang lebih ketat untuk mendorong keselarasan dan efisiensi dalam pembentukan 

regulasi (Cerdas et al., 2022). 

Dalam konteks pemerataan ekonomi, hasil analisis dari Amriyeny et al. 

menunjukkan pentingnya pemenuhan kebutuhan terkini dalam peraturan yang 

mengatur harmonisasi rancangan undang-undang untuk mencapai tujuan 
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ekonomi yang adil dan merata (Amriyeny et al., 2023). Kebijakan yang baik tidak 

hanya perlu memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga harus mampu menjamin 

keadilan sosioekonomi bagi masyarakat. Ditekankan pula oleh Anggono bahwa 

harmonisasi peraturan dapat mencegah konflik antara regulasi yang berlaku, yang 

dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat 

(Anggono, 2012). 

Terkait dengan hak asasi manusia, diskusi mengenai kebijakan vaksin Covid-

19 dalam Perpes No. 14 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap 

prinsip-prinsip HAM dapat menyebabkan ketidakadilan (Fitriadil & Ubaidillah, 

2024). Penegakan hak-hak dasar seperti jaminan sosial, yang merupakan salah satu 

hasil dari regulasi yang baik, perlu dijaga dan ditegakkan dengan serius. Dengan 

penegakan yang tepat, hak asasi individu akan terisi dengan baik, mengurangi 

ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan hukum. 

Adanya peraturan yang mendukung perlindungan hak anak dan hak orang 

dewasa menjadi hal yang urgen untuk diintegrasikan dalam sistem hukum 

nasional guna memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal 

dalam meraih keadilan sosial dan ekonomi. Penelitian oleh Ramadhani et al. juga 

menunjukkan bahwa penegakan perlindungan hak-hak anak perlu beradaptasi 

dengan perkembangan yuridis saat ini, untuk menghadapi tantangan dalam 

pelaksanaan HAM (Ramadhani et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan dialog 

yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan badan legislatif untuk 

memastikan bahwa regulasi yang dibentuk selaras dengan aspirasi hak asasi 

manusia (Bramantyo et al., 2023; Winata & Pujiati, 2019). 

Dampak pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh 

Presiden terhadap pencapaian tujuan negara sangat bergantung pada mekanisme 

harmonisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Menciptakan 

kerangka hukum yang kokoh dan responsif adalah kunci untuk mewujudkan 

keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia di 

Indonesia. 

Penutup  

Kesimpulan 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh 

Presiden Indonesia, peranan politik hukum sangat krusial dalam memastikan 

bahwa regulasi yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik 

hukum yang inklusif membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi, 

sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip 

negara hukum. Namun, efektivitas hukum dalam penegakan serta pemulihan 

kerugian negara menjadi indikator utama keberhasilan peraturan perundang-
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undangan. Ketika hukum dapat diterapkan dengan baik, maka kepentingan 

masyarakat dapat terlindungi secara optimal. 

Di sisi lain, pembentukan peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi 

oleh kebijakan, hubungan hukum, dan struktur birokrasi yang ada, yang harus 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Tantangan muncul ketika proses 

legislasi tidak selalu mengikuti legalitas prosedur yang ideal, seperti dalam kasus 

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021, yang mencerminkan dinamika politik 

hukum dalam implementasinya. Sebagai bagian dari reformasi hukum, integrasi 

aspek lingkungan dalam regulasi menjadi esensial, UU Cipta Kerja menjadi contoh 

konkret bagaimana legislasi cepat dapat membawa dampak positif tetapi juga 

kontroversi, terutama terkait dengan transparansi dan prinsip demokrasi dalam 

pembentukan hukum. Oleh karena itu, proses legislasi perlu terus diarahkan agar 

tetap berpijak pada prinsip keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. 

Saran 

Perumusan politik hukum yang lebih transparan dan partisipatif menjadi 

kunci dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat oleh Presiden 

benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi 

dalam proses legislasi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi, publikasi 

dokumen hukum sejak tahap perencanaan, serta akses bagi publik untuk 

memberikan masukan. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dan 

organisasi masyarakat sipil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, uji publik, serta diskusi 

yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, politik 

hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif 

terhadap kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat 

mewujudkan tujuan negara yang berkeadilan dan demokratis. 

Penguatan checks and balances dalam pembentukan kebijakan hukum oleh 

Presiden sangat penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan dalam 

sistem hukum Indonesia. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui pengawasan 

yang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan rancangan 

undang-undang, peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji 

konstitusionalitas peraturan yang telah disahkan, serta pengawasan masyarakat 

melalui partisipasi publik dan media. Selain itu, transparansi dalam proses legislasi 

serta akuntabilitas pejabat publik dalam merumuskan kebijakan hukum harus 

terus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya 

sistem checks and balances yang optimal, kebijakan hukum yang dihasilkan dapat 

tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, melindungi hak-hak warga negara, 

serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang diamanatkan dalam UUD 1945. 
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